Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 562 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah ~ Daerah, Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang telah selaras dengan
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu
penetapan untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);



8.

10.

11.

12,

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);



15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 67);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022
Nomor 7},

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 95) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 77);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
memuat program dan kegiatan baik yang bersifat internal
maupun eksternal beserta pagu indikatif Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali
Kota ini.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
sebagaimana  dimaksud dalam Diktum KESATU
berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (KUPA dan PPAS Tahun 2023).

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA



Tahun 2023 ting
Indikator Kinerja Indikatif Sumber Dana Catatan Fen
F Kode/ Urusan P"’""‘:{g::ﬁ_‘f“" Reb mm:;:‘a;r;f::m;sub Lokasi Keglatan | Target Capalan Kinerja TS Sesudakh - 5
1 2 3 4 = ° 7 2.390.000 816? 390.000|  APBD
8 10106 [ 201 [ 05 [Pelaksanann Monitoring, Jumlah Laporan Hasil Banjarmasin | 3 Laporan | 3 Laporan 122:390

Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring, Evaluasi dan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Pelaporan di Bidang
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Pencegahan Penyalagunaan Intelijen, Pemantauan Orang
Narkotika, Fasilitasi Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Kerukunan Umat Beragama dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Penghayat Kepercavaan di Perbatasan antar Negara,
Daerah Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta Penanganan

Konflik di Daerah

513.948.800 APBD
8 | 01[06 | 201 [ 06 |Pelaksanaan Forum Koordinasi |Jumlah Dorumen Finc Banjarmasin | 12 Dokumen | 12 Dokumen 441.948.800 1A

Pimpinan Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi
Kabupaten /Kota Pimpinan Daerah

Kabupaten,/Kota

TOTAL

WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA




